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LEMBARAN D.{ER.{H

kA.etjperEN D..{ER{H TrNGI(AT rr I:E\D.{L

NOI{OR : 5 TAHLl}i 1996 SEzu : B \0. 2

PER{TURAN DAE,RAH

I(ASTIPATEN DAERAH TII{GKAT N ICEND.{L

NO]\,IOR 6 TAIfl]N 1995

TENTA}iG

lZin' MEND iRJI(AN D.{N MER O B O HKAN: B -{N G U N-A*\

DENGAN RdHiVfAT TUHAN YANG i\14.TL{. ESA

BL?ATI IGPALA DAERdH TINGKAT II IGNDAL

Ilenirnbang : bahn'a dalam rangka deregrrlasi di lidang Perizirnn
Can untuk peningkatan pelaya-nar pacia nias-varakat

dipandang perld untuk menyeCerhanakan prosedur

perizinan menciirikan dan nrerobohkan bari.gunan cii

Kabupaten Daerah Tingkat tr Kendal ;

bah,+-a berdasarkan periimba-ngan tersebui di atas

seria dengan telah diterbitkannl'a Lrstruksi lr{enteii
Dalarn Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang
P el aksarnan Pembe.rian Izin lt{end irikan B anguinn
dan Izin Undang-undang Gangg'':an bagi Perusa-
haan Industrl maka Peratuian Daerah Kabupaien
Daerah Tingkat II Kendal Nonror 7 Tatun 1988

tentang Ijin tr{endinkan Birngunan dipa-niang su-

b.



I
I

lS I)craiu;-arr Dlcralr Kabupar.'n l)acrah Tin_rrkar ll
Kcndal \onror 5 Tahun lggJ renrans pe rranq-
r.ulangan Bahava Kebakaran dalanr \\'ilar ah Katru-
paten Daerah Tinekar II Kencjai .

Dengan perseiujuan De',ian Penrakilan Rak-rar Daerair Kabupaten Dae
Tin!:kat ll Kendal

l'fenetapkan :

]\1EN{IjTUSKAN

PERI.TURAN DAERAH ICA.BUPATEN DAER{H
TI\GLI.T II KE\D-{L TE\TANG IZI\
I{ E N DI RI IC,{. N DAN }T ERO B O H ICA N BA NG T:\..l.N.

\
t

BAB I
KETENTUAN U]\IUI{

Pasal l

Daiam Peraturan Daerah ini 1'ang ciimaksud

a. Daei-ah adalah Kabupaten Daeiah
Kendal ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah

Daerah Tingkat II Kendal :

Bupati Kepala Daerah adaiah Bupati Kepala
Daci-ah Tinskat ii Kendal .

dengan :

Tingkat I1

Kabupatelr

d.

e.

:

Dinas Pekerjaan Umunr yane seianjr-itn1'a disingi:at

DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Daerah Tingkat Il Kencial ;

Banqunan adalah seiiaP hasil pekerjaan manusia

1,ang dipergunakan untuk suaru iujuan lerientu

vanq iersusun, terletak pada ianah atau beriumpu

pada batu-batu landasan ;

Kapling adalah suaru perpetakan tanah vang menu-

rut pertimbangan Pemerintalr Daerah dapat diper-

gunakan untuk mendirikan suatu bangunan ;

\{endirikan bangunan acialah pekerla'in mengacia-

kan bangunan seluruhnya atatJ sebagian termasuk

pekerjaan menggali, menimbuii atau mera'rakan

tanah )'ang berhubungan denean pekerja-an

mengadakan bangunan itu ;

lr,lengubah bangunan adalah pekeqaan mengganti

dan atau menambah ba-ngunan 1'ang ada termasuk

pekerjaan membongkar yang berhubunsan densan

pekerjaan mengganti seluruh baqian banqunan ter-

sebut :

lr{erobohlcan bangunan adalah meniadakan se-

bagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari

segi fungsibansunan dan atau kon-struksi '

Garis sempadan adalah garis batas luar pe-

nsamanan 1,ang ditarik pada jarak tefientu sejajar

cengan es jalan. tepi kepala jenr-hatan. lepi sungai.

iepi .ralrrran. kaki tanggul, tepi cianau. tepi uaciuk.

tepi nrata air. tepi sungai khusus. tepi pantai dan

rel kereta api vang nrerupakan balas aill;t;-a ba!liair

kaplinu peiarangan / lahan vang boleh ian rida|'

llol.'ir riit-lir,katt banutlnatt :

o
5.

h.

,
I



o.

Koeflsien Dasar Bansunan (KDB). adalah bilanqan
pokck atas pcrbandinuan antara luas lantai dasar

bansunan dengan luas kaplinu ,' pekarangan :

Koefisien Lantai Bangunan (KLB). adalah bilansan
pokok atas perbanciinean antara jumlah luas Iantai

barqunan dengan luas kapling / pekarangan .

Ting-ei bangunan adalah jarak 1'ang diu[-ur dari

permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari

baasunan tersebut ,

Banzunar Permaren adalah bangunan yang di-
thjau dari segi konstruksi dapat mencapai usia

mulai lebih dari l5 talun ;

Banzunan Semi Permanen adalah bangunan yang

diiinjau dari se-ei konstruksi ciapat ntencapai usia 5

se-npai dengan l5 tahun ;

p. Bangunan temporer adalah bangunan yang ditinjau
dari segi konstruksi dapat mencapai usia kurang

daii 5 tahun ;

Idn Mendirikan Bangurnn yang selanjutnya

cji-<inekat l\{B adalah izin mendirikan, mengubah

da.n menambah Baneunan ;

Izin Merobohkan Bangunan adalah Izin untuk
meniadakan bangunan, sebagian atau seluruh

bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan

atau konstruksi ;

Pennohonar Izin Mendirikan Bangunan. yang se-

ia-.rjutnya disingkat PI\,IB adalah Permohonan izin
un:uk mendirikan: ntengubah cian / atau menambah

Ba-ngunan ;

Permohonan lzin Merobohkan Bansunan i'alg se-

lanjutnya disingkat pftm adalah Perrnohona-q Izin

""i"t 
meniadakan, menambah bangunan sesuar

dengan fungsinYa ;

Izin Pengzunaan Bangunan )'1ng selanjutnya

iirj"gr^i rpe adalah Lin untuk mengeunakan

Banqunan ;

Permohonan Izin Pengguiraan BlSunan 'varg 
se-

lanjutnva disingkai p#"g 
"aduh 

Permohonan izin

untuk menggunakan Bangunan '

BAB II

KETENTUAN MENDIRTKAN DAN KL'{SIFIKASI

BANGUNAN

Pasal 2

Orans, Badan i lembaga sebelum 
,membang'"tq

merubah dan i 
^tut 

-"*enambah 
banzunan di

u,ilayah Daerah ha*s t"'t"Uih <ianulu memili'r:i Izin

Sementara untuk *"iut*"utan Pembangunan dari

Kepala DPU.

Orang, Badan / lembaga sebelum menggunakan

bangunan tu-' 
"'i"i#dunulu 

memiiiki tPB dari

Kepaia DPU.

Pasal 3

Perencanaan pekerjaan untuk mendirikan' meng-

u'oah dan / atau menambah banc'unan han'is dilaku-

kan oleh Perencana bangunan-

t-

u.

(1)

(2)

-.-t

\,1

(t)



i (l)

-.\ -

Pelaksanaan pekerjaan untuk mendirikan, rneng-

ubah dan / arau menambah bangunan harus dilaku-
kan oleh pelaksana bangunan.

Ketentuan avat (l) dan (2) Pasal ini

lanjut pada Pasal -<6, 57, 60 a)'at (6),

Peraturan Daerah ini

Pasal 4

\{enurut penge-unaanny4 bangunan di

12 dililasifikasikan sebaeai berikut .

-9-

a. Bangunan cji Kota Rangk;nu I ;

b. 
' 

Bangunan di Kota Rangkin=v Ii :

c. Banguttan ciiKota Rangking III '

d. Bangunan di Karxasan Khusus / teneniu '

e. Bans.unandiPedesaan'

(3)

(1)

diatur lebih

6i, 65, 68

Daerah. lh

a- Bangunan Umum;

b. BangunanPerniagaan;

c. Ban-zunan Pendidikan ;

d. Bangunan Industri ;

e. Bangunan Kelembagaan / perkantoran ;

:

f. Bangunan Rumah Tinggal ;

g. Bangunan Campuran ;

iL Bangunan KhusJs ;

i. Bangunan Sosial ;

j Bangunan lain-lain;

\'[enurut sifat konstruksi dan umurn,va bangunan di

Daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Permanen,

b. Semi Permanen ;

c. Temporer.

lr{enurut rvilayahnya, bansunan di Daerah dapat

diklasifikasikan sebagai berikut :

4) Pettentuan klasifikasi kota seba-eain:ana

' a1'at (3) Pasal in! ditetapkan denean

BuPaii KePaia Daerah'

dima!:sud
Keputusan

dilJasifi-
(5)

(6)

\.{enurut statusnya, bangl'rnan ili Daerah

kasikan sebagai berikut :

a. Bangunan Pemerintah ;

b. Bangunan Srvasta'

jr4enurut lokasinya, bangunan di Daerah <tiklasifi-

kasikan sebagai berikut :

a. cii tePijalan arteri Primer '

b. ci tepijalan arteri sekuncler :

c. di tePijalan koiektor Pdnrer ;

d. ci tepi jalair kotrektor sekunder '

e. di tepi jaian antar iingkungan (lokai) primer :

f. di tepi .ialan antar linsic-lngan (lokal) se-

kunder';

g. di tePi jalan iingkungan ;

h. di tePi jalan desa ;

i. di tePi jalan seiaPak'

4i;-::'

(2)

ta

(j)
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(7) \fenurut Tinskat bansunan- banzunan di Daerah
dikiasifi t:asikan sebagai beri_kur :

a. Banqunan satu lantai ,

b. Bansunan ciua lantai ;

c. Banqunan tiea lantai ke aias ;

(S) -\fenurur iuasnl'a- banqunan di Daerah dikJasit.
kasikan sebaeai benkut :

a. Banguna-n denqan luas sanrpaidengan 100 mz;

b, Bangunan dengan luas lebih dari 100 mt sam_
pai dengan 250 m2

c. Barqunan dengan luas lebih dai' Z5O mt sam_
pai dengan 500 nr2;

d. Bansunan dengan luas leblh dari 500 m, sam_
pai dengan 1.000 m2;

e. Bangunan dengan luas lebih dari I.000 m2.

BAB III
PERS YARA Tfu\ BAN G LIJYAN

Bagia-n Pertama

Persyaratan Umum Arsitektu r

Paragraf 1

Situasi

Pasal 5

Carnbar situasi bangunan r,ans telah disetujui DpU
nenjadi kelengkapan PIMB.

I

I'l
I

I

-ll-

'

'(2) Gambar situasi perletakan bangunan harus menlrral

penjelasan tentang :

a. Bentuk kapling / pekarangan / lahan )'ang se-

suai dengan peta Badan Pertanahan Nasional ;

b" Nama jalan menuju ke kapling / pekaranean /
lahan dan di sekeiiling kaPling ;

c. Peruntukan bangunan disekeliling kapiing ;

d. t*tak bangunan di dal-am kapling ;

e. Garis sempadan ;

f. Arah mata angn ;

g. Tekanan angin rate-'rala:

h. Skaia gambar.

Patagral 2

Garis SemPadan

Pasal 6

(l) Garis se'mpadan bangunan 'terluar ,Yang sejajar
'dengan 

as jalan / tepi sungai ditentukan berdasar-

kan lebar jalan / rencana jalan / lebar sungai, fungsi

jalaq dan peruntukan kapling / pekarangan.

(2) Letak earis sernpadan bangunan iersebut ayat (1)

Pasal m, bilamana tidak ditentukan lain a<ialah

setengah lebar daerah milik jalan (damija) dihitung

dari tepi jalan.

(3) Untuk jalan dengan lebar kurang dari 5 mete', le-

tak garis sempadan pondasi bangunan terluar

,l

(i)



_ r- -

,

ditetapkan sekurang-kurangn\a l._5 meter
ciari repi jalan r pu*ul,

dihitung

, 
- 

'-t 
-

, Pasal 9

Teras / balkon tidak dibenarkan diberi dinding se-
bagai ruang teftutup.

Balkon Bangunan tidak dibenarkan mengarah /
menghadap ke kap'ling tetangea* tanpa persetu-
juan tetanega.

Garis konstruksi terluar balkon bangunan tidak
dibenarkan melewati batas pekarangan yang berba-
tasan dengan tetangga.

Pasal l0
(l) Garis konstruksi terluar suatu tritis yang mengarah

ke tetangga, tidak dibenarkan rnelervati batas
pekaranean yang berbatasan dengan tetangga.

(2) Apabila garis sempadan bangunan diretapkan ber-
himpit d-engan garis sempadan pagar, cucuran atap
suatu tritis harus diberi talang Can pipa talang.
sampai ke tanah.

(3) Dilarang menempatkan lobang an*ern / jendela yane
berbalasan langsung dengan ban srunan iei ansga.

Pasal I I

(l) Garis pondasi terluar bangunan temporer ditentu-
kan berdasarkan petunjuk DPU.

{2) Bangunan temporer tidak-dibenai-kan berubah seta-
tus nrenjadi bangunan semi permanen daa perma:
nen tanpa fMB.

(J) Letak 
-saris banzunan pada bar.rian sampinu r.ang

berbarasan d.ngln ,.,";;;; ;;;;,;r; ridak diren_tukan lain adalah minirn'a.t I.5 ;;;;, dari barasi:apling / pekarangan lahan arau dapar direnruk_a
aras dasar kesepakaran leranaga 1,ang saline berba-
tasan.

(5) Garis banqunan pada baeian belakang l,ang berba_
rasan dengan tetansga ditentukan setelah ,i.rp.r_iatikan ayat (2) aan 1:; pasar ini serra prosentaselux bangunan terhadap'luas kapiing /pekarangan /jalan 1,aag diizinkan.

Pasal 7

(l) Gans sempadan pagar yang bqbatasan densan
_iataa ditentukan beih;miit ieng;;;;; ;;r,";
daerah milikjalan..

(2) Pagar yang berbataqn denean jalan ditentukantinggi nraksimum 1,5 merer iu.i i.*rt aan hala_man I trotoar denqan bentuk rransparan atau tem_bus panda_ng. --r

(3) Garis pagar di_sudut persimpanean jaran ditentu_kan dengan seron,qan / Iengk;n.qan atas dasar
fun*esi dan peranan jalan. 

.r'

Pasal 8

Garis sempadan jaran ,nuruktk. kaprine biramana tidakditenrukan lain adatah berhimpir ;:;;; baras rerluars:aris paear.

(1)

(2)

tj)



ll

Bentu\ Lhran dan
rnenuhi S.a.rat_q\.arat
uinu rn.

Paragra[ 3

Tata Ruang Dalam

Pasaj 12

Perlenekapan ruang harus me-
kesehatan dan keselamatan

- Ii -

:

(4) Pembuatan jalan masuk harus menciapar izin dari
Kepala DPU.

Paragraf 5

Tata Bangunan

Pasal 14

(i) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) diteniukan aias
dasar kepentingan pelestarian lingkunga-a / resapan
air permukaan tanah dan pencegahan bahat'a ke-
bakaraq kepentinean ekonomi, fungsi peruntukan.
fungsi keselanratan bangunan unruk mencapai ke-
n!'amanan dan kenikmatan.

(2) Ketenruan KDB pada ayat (1) Pasal ini ciisesuaikan
denean R.encana Tata Ruane Kota atau sesuai
denqan ketentuan peraturan perundane-undangan

,vang berlaku.

Pasal i5

(i) Setiap bangunan tidak dipeiboleiilar menehaiarsi
pandanean lalu lintas jalan.

(2) Setiap banerunan langsung aiau ticiak ianesung ti-
dak diperbolel*an mengganqgu atau menjmbulkan
gangquan keamanan, keselamaian umun keseim-
bansan i pelestarian lingl-unean dan kesehatan
Iingk-ungan.

(3) Setiap' banounan lanesung atau tidax iangsunq ti-
dak diperkenankan dibangun / berada cii atas

sungai / -<aiuran / selokan i parii penearian.

I
i

I

I

i

I

1-
t"
;Paragraf 4

Tata Ruang Luar

Pasal l3
(1) Setiap kapling / pekarang an / lahan I,ang akandiciirikan bangunan harus .

a. direncanakan teadaan permukaan tanahnya /
t bpografi nya cian dapat d irnintakan kete.angan
pada DpU,

b nempunl'ai sisa rhhan diruar bangunan mini-
mar sesuai dengan ketentuan Koefisien Dasar
Bansunan CKDB) ;,ang berlaku.

(2) Setiap kapling / pekarangan / lahan bilamana akanmembanzun memerlukan jembatan atau titian un_tuk masuk ke dalamnyu, hu., dibuat berdasarkan
perunjuk DpU.

(3) Bilamana kaplin_e / pekarangan berada di ling_kungan yang belum memprfyai ,*.un, jaringan. iaian. pemohon harus men1...a;utun lutan menuju
ke kapling menurui perrnjuI DpU.



_t6-

.:
(a) Seriap bangunari djusahakan mempenimbangkan

segi-segi peneembangan konr.p'ri arsirektur
bangunan rradisional, hingga r...ru'.r,.,ika daparnrencerrninlan peniujuclan corak bucial.a setem_
pat.

Paragraf 6

Ketingeian Bangunan

Pasal l6
(l) Tinggi bangunan ditentukan sesuai denean Ren_

cana Tata Ruang.

(2) Untuk masing-nrasing lokasi ,vang belum dibuat
lltu ruansnl,a ketinggian nrukr;iru* bansunan
ciitetapkan oleh Kepala DpU J."g"; ffi;;_
timbangkan iebar jalan.

(3) Laruk bangunan tinggi dan berringkat berlakuKoefisien Lantai Brngunan fXfgl di inasing_
masing iokasi.

(4) Ketinggian bangunan derer maksimum 4 lantai,
sedangkan tebih dari 4 tantai h;;.d";;; ,.'.;
denean persil tetangea.

(t );

I

- l? '

, Paragraf 7

Kebaka(an

Pasal l7

Seriap bangunan harus memiliki cara. sarana dan
alat / perlengkapan pencegahan / penanggulangan

bahaya kebakaran l,ang dapat rnenimbulkan an-
caman ji*ia ntaupun harta yang bersurnber dari lis-
trik, gas, api, dan iejenisnya sesuai dengan keten-
tu an peraturan perundang-un dangan yang beri alu.

Setiap bangunan -harus dilen-ekapi petunjuk secara
jelas tentang :

a. cara menyelamatkan diri dari baha1.'a ke-

. 
bakaran ,

b. cara menghindari bahaya kebaliaran :

c. cara mengetahui sumber baha1.'a kebakaran ;

d. cara rnenceeah bahaya kebakaran.

Paragraf 8

Pencegahan Fentemaran

Pasal 18 , "

Setiap bangunan yang dapat mengancam pencernaran
lingkungan harus merniliki cara untuk mengendalikan
sumber pencemaran agar tidak merusak keseimbangan
lingkungan sekitarnya sesuai peraiuran Perunciang-
undangan yang berlaku.

(2)
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Paragraf 9

Pcrlengkapan Bangunan

Pasal l9

{ I ) Seriap banSunan hendaknr.a dilcnukapi den,

lrenerangan luar bantunan secukupnt,a.

(l) Setiap bangunan arau kompleks bansunan dileng-
l:api dengan tiang bendera denqan benruk, ukuran
dan tempat rnenurut petunjuk / ketentuan yang
berlaku.

(3) Setiap bangunan dapar dilengkapi sarana penqa-
nranan antara lain teralis. paqar, pintu pacar, gardu

.ic:a i menara jaga.

(1) Setiap bansunan arau kcmplek bangunan dileng-
kapi dengan nomor IlrfB dan IpB.

(5) Pemberian nomor. ukuran dan penenrpatanxva
ciatur cjenqan Kepuiu5an Kepala Dpl-t.

Bagian Keciua

Pers-r,arat an KJr usus A rs itektu r

Paragraf I

Banguhan Umum

Pasal l0
Yan-:: ielnrasuk barrgtrrtan urlum adalah ,

(--

- tn,

bangunan rekreasi ;

ban-eurnn perpindahan jasa transponasi / angkutan

umum (terminal).

Pasal 21

(1) Setiap bangunan umum harus memiliki pinru ba-

ha1'a yang lebar sedemikian rupa- seh-insga nlaJnpu

untuk pengosonqan ruang atau bangunan dalam

keadaan penuh. tidak iebih dari i menjt-

(2) Setiap bangunan umum harus memounyai -iarak
bangunan dengan bangunan di sekitami'a

sekurang-kuran-qnya 6 meter. da-n dengan baias

kapling selrurang-kurangnya 3 meiei-

(3) Setiap bangunan umum apabila iidak ditentukan

lair\ ditenldkan KDB maksimum 6A a,L.

Paragraf 2

Bargue^n Perniagaan I Jasz

Pasal 22

Yang termasuk ban-aunan perniaeazn ljasa ariaiah

bansunan tempat penjualan jasa .

bangunan t€mpat transaksi ju"i i beli secara lans-

sung.

a.

b

[:a:r.sunan kc>cl:iarr. olah rata i"!arr r.arr!], seienis
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Pasal 23 ;

(l) Setiap ban-zunan perniaeaan dapar dibuar berderet
dan bersarnbune. dengan keienruan harus mem-
perhatikan pencegahan menjalarnva kebakaran dari
dan ke banzunan lain .

(2) Se'r:ap banguna-n perniaeaan bila tidak ciirentukai
Iaiq dapat dibangun dengan KDB maksimum

- 80%.

(3) Setiap bangunan perniagaan harus memiliki pintu
bahal,a dengan lebar sedemikian rupa sehingga
rnainpu mengosongkan ruane atau bangunan tidak
lebih dari 7 menit.

Paragraf 3

Bangunan Pendidikan

Pasal 24

Yang ter:nasuk baneunaLr nendidikan ini adalah bangu-
nan ),ang digunakan untuk :

e. Kesiatan pendidikan formal, non formal, agama,
keiuruan, dan ketrampilan ;

b. Pengelolaan sumber informasi atau data yang
berkaitan dengan kegiatan pendidikan ;

c- Kegiatan pengamatan, penelitian, perencanaa4

)'ang berkaitan dengan kegiatan pendidikan.

Pasal 25

(1). Setiap bangunan pendidikan harus mempunyai
jarak bangunan dengan bangunan sekitarnya

-2t -

sekurang-kurangnya 6 meier, dan dengan batas

kapling / pekarangan lahan sel-urang-kurangnya 3

meter.

(i) Seriap bangunan pendidikan bila tidak diientukan

lain dapat dibangun dengan KDB nraksimum

50 %.

(i) Setiap bangunan pendidikan barus memperhi-

tungkan lebar pintu keluar sedemikian rupa se-

hingga. mampu untuk mengosongkan ruang atau

bangunan tidaL lebih dari 5 menit dar khusus un-

tuk laboratorium tidak lebih dari 3 menit.

It:rraeref J

. Bangunan lndustri

Pasal 26

Yang tenxasuk bangunan industri aci"lah bang'lna-i'r

1,ang dipergunakan untuk kegiata:r :

a. Nfengolah bahan mental-q bahan setentah jadi

menjadi bahan jadi dalam.jurniah lzng banvak atau

terbatas ;

b lr{eny'impan barang dalam jumlah banyak atau ier-

batas ;

c. Pembangkit, penyalur atau pembagi tenaga iistrik ;

d. Budi ciai'a, perikanan, peternakan dan per-tanian.

Pasal 27

( I ) Seriap bangunan atau kom:leks bangunan industi-i

harus nrenrpunl'ai jarak bangunan ciengan ba-
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nqunan lain di sekitarnya menuru1 ke'tentuan 1'ang
berlaku atau minimal 8 meter dan- denqan balas
kapling i pekaranean / lahan / sekurang-kuranqnva
5 meter

(2) Setiap ban-zunan industri apabila tidak ada keten-
tuan lain dapat dibangun denean KDB tidal mele-

bihi 60 9.'0.

(3) Bangunan industri harus memilikijumlah dan lebar

pintu-, keluar sedemikian rupa sehingqa mampu

mengosongkan bangunan iidak secepatnl,a lebih

dari 5 menit.

(.1) Setiap ban-zunan industri harus dilengkapi sarana

untuk memberi petunjuk tentang besarnya tingkat
baha-va terhadap arcaman jiwa secara langsung

maupun tidak langsung.

(5) ,Di seiiap bangunan industri yang dibangun di atas

kawasal yang belum memiliki Rencana Tata Ru-
ang rvajib merencanakan dan melaksarakan prasa-

rana linekungan sesuai petunjuk DPU.

Paragraf 5

_ Bangunan Kelembagaan

Pasal 28

Yang termasuk bangunan kelembagaan adalah sentra
bangunan-bansunan yang digunakan untuk kegiatan

1'ang berhubungan dengan .

e. urusan perkantoran ,

b. bidang kesehatan atau perawatan ;

- tl -

:

c. telekomunikasi.

Pasal 29

(l) Setiap banzunan kelembagaan harus mempunl'ai

jarak bangunan dengan bansunan sekitarnl'a

iekurang-kuranqn)'a 8 meter dan dengan batas

kapline sekuranq'kurans'n)'a 3 meter'

(2) Setiap bangunan kelembagaan dapat dibar-run

dengan KDB tidak melebihi 60 % aiau didasarkan

pada rencana Tata Ruang yang berlaku'

Paragraf 6

Bangunan Rumah Tinggal

Pasal 30

Yang termasuk bangunan rur'iah tinggal adalzh sen-iua

banlrnan 1'ang digunakan unruk tenipat tinegal -r'ane

berupa :

a rumah iinseal ;

b. rumah koPel ;

c. rumah susun ;

d. rumah beden,e ;

e. kompleks Perumahan-

Pasal 3 i

Setiap bansunan tempat tineeal dapat ciibanzun dengan

F,DB ridak melebihi 60 91o atau didasarkan pada Ren-

cana Tata Ruane Kota 1'3i1q beriaku



tt
_ li

:

Pasal il
Battgunan tempat tineeal vane pelaksaltaal'lJ'l-\.a _\'ang

ciikelola oleh suaru badan dan jumlah cukup banl'ak,
harus menl'ediakan fasilitas lingk-ungan secara lai'ak se-

suai cengan Deraiuran perundang-undanean 1.'an-q bei'-

Iakl.

Pasal i3

(1) Banzunan iempat tinggal vang berada di atas ka-
\\.asan 1'ang belum menriliki Rencana Tata Ruang
ri a-iib merencanakan dan melaksanakan prasarana

lin.kunean sesuai peraturan oerundang-undangan
r.ane berlaku.

(2) Ke*'ajiban perenc.anaan sepenuhnl'a ditanggung
oleh pihail pemohon izin.

Paragral i
B angunan"Campuran

Pasal 34 -t,,J

Yang termasuk bangunan campuran ailalah bangunan
densan siatus induk :

a. Bangunan rumah tinggal ditambah dengan ba-

ne:dnan -vang digunakan untuk :

perdagangan danjasa.

- industri (kecil, kerajinan). dan / atau

b Bangunan umum ditambah ciengan' bangunan

-r'arrgcii eunakan untuk :

- perdasangan cian jasa, dan i atau

- Kelembaqaan.

Ban,sunan industri ditambah dengan banzunan

\'ang oieunal<an uniuk :

- pei-daqangan dan jasa dan atau

- kelembagaan.

Bangunan kelembagaan ditambah Cengan bangun-

an vanq digunakan untuk perdagangan dan / atau

jasa.

Bangunan oendidikan ditambah dengan bangunan

i'ang ciig.rnakan untuk bangunan umunL per-

niagaan dan / atau kelembagaan.

Pasal 35

Semua bangunan calnpuran diatur menurut status

induLni'a ditambah status tambahannya ;'ang ke-

mudian menyesuaik'an dengan s'.atus induknva dan

bukan sebaliknva.'

Bangunan tambahan yang dimaksud ayat (l) pasal

ini, luasnra tidali boleh lebih besai dari baneunan

inciuknva .

Sratus ranrbahan tidak dibenarkan diubah danpa

izin dari DPU.

Paragraf 8

Bangunan Khusus

d.

(t)

(2)

(r)

Kelembaeaan.
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Pasal -16

Yang iermasuk bangunan khusus adalah sebagai
berikur :

a. semua bangunan milik Departemen pertahanan dan
Keamanal yang diatur secara tersendiri ;

b. semua milik badan otorita 1,ang diarur secara
tersendiri ;

c. semua ban*sunan milik pemerintah pusat yang
bersifat rahasia dan diatur secara tersendiri.

i':.

-2i -

..

Paragraf l0
Bangunan lain-lain

Pasal 39

{l) Semua bangunan lain-lain yane merupakan ba-
ngunan penunjang utama dapat dilerakkan di
axtara garis sempadan pagar dan garis sempadan
bangunan, dengan ketentuan cucuran atap l bagian
atas atap bangunan tidak melebihi batas kapiing
dan ketinggian bangunan metnenuhi ketentuan
yang berlaku ser-ta tidak mengganggu lingkungan'sekitamya.

(2) Semua bangunan lain-lain )..ang dileiakkan di luar
pagar (ruang jalan) harus memenuhi keientuan
yang berlaku dan tidak mengganggu kepentingan
umum serta keselamatan umum.

Bagian Ketiga

Pe rsyaratari Konstruksi

Paragraf i
Bangunal Satu La-ntai

Pasa.l 40

BanErnan satu lantai a<ialah bangunan y'ang berdii-i
lanvsung diatas pondasi bangunan, tidak terdapat
penranfaatan lain selain pada dasarnr.a.

Paragraf 9

Barguna-n Sosial

pasal 37

Yang termasuk bangunan sosial adalah semua bangun_
an yanq digunakan untuk kegiatan :

a. Peribadata:i dan keagamaan.

b. Penampungaq pembinaan dan pera$,atan orang
lanjut usia, cacat mental / fisik. 

' . -'r ; ,

c. Rehabiiitasi sosialkemasyarakatan- 
'r "

Pasal 38 ,

Bangunan sosial dapat dibangun dengan KDB tidak
lebih dari 60 % atau didasarlan paOu' Rencana Tata
Ruang Kora.



Pasal 4 1

Bangunan satu lantai temporer ridak diperke-
nankan berada di pinggir jalan utama / arteri kota

kecualidenqan izin Kepala DPU.

Pasal 42 .-

( l) Bangunan satu lantai semi perrnanen tidak
diperkenankan dibangun di pinggir jalan utama /
arteri kota

(2) Bangunan satu lantai semi perrnanen dapat diubah

menjadi perrnanen setelah diperiksa oieh DPU dan

dinvatakan memenuhi' syarat-

Paragraf 2

Pasal 43

Yang termasuk.bangunan bertingkat adalah .

a. Baneunan bertingkat perrnanen dengan lebih dari 2

lantai ;

b Bangunan beriingkat semi perrnanen <iengan

ketinggian dua Iantai.

Pasal 44

Bansunan bertingkat semi permanen tidak diperke-

nankan dibangun di tepi jalan arteri.

-29-

Pasel 4 5

Semua banqunan bertingkai semi pennanen' tidak da-

Ort iti.ttinenjadi bangunal permanen- kecuali teiah

iiuongr., dan jibangun dengan konsr'rksi baru'

Bagian KeemPat

PersYaratan Ketahanan Ko nstruksi

Pasal 45

(1) Peraruran / standar teknik yang hanrs dipakai ialah

peraturan I *-aut teknik yang berial'r'r di lndone-

sia yang antara iain meliputi Peraturan Betoil

Peraiuran guja Perafuran Konstruksi Kay: dan

standar teknik'tui" yung berlaku di negara iain

i"i.pi rerandalkan <iipakai di lndonesia'

(2) Tiap-tiap bangunan dan bagian konstruksinl'a

harus diperi"*"J* terhadap beban.muataq be-

rat konsiruksi' dal'a duk-ung tanai-r' tekanan anglL

aetaran dan gu); gempa bumi sesuai dengan

Peraturan i'ang berlaku'

(3) Tiap barsunan clan bagian konstruksi 
' ':1::

dinyatakan mempun)'ai tingkat bahal'a apt atau

angin cukup ;;:- harus direncanai<an dengan

konstruksi y*"g" J'uti dengan keientuan teknis

vang berlak-u

)v

Bagian Kelima

Pe rsvaratan t:tilit asi
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Paragraf I

Jaringan Air Bersih

Pasal 47

(l) Jenis, mutu, sifat bahan dan peralatan instalasi air
minum harus memenuhi standar dan ketentuan
teknis yane berlaku.

(2) Pemilihan sisrem dan penempatan instalasi air mi-
num harus disesuaikan dan aman terhadap sistem
lingk-ungan- bangunan-bangunan lain, bagian-
bagia:r lain dari bangunan dan instalasi-instalasi
lain sehingga tidak saling membahayakarq meng-
gang'zu dan merugikan serta memudahkan penga-
maian dan pemeliharaanrya.

Pasal 48

Pengadaan surnber air minum diambil dari sumber
yary dibenarkan secara resmi oleh yang ber-
wenarg.

Paragraf 2

Jaringan Air Kotor

Pasai 49'
Dalam tiap-tiap pekarangan harus diadakan saluran
pembuangan air hujan yang dapat dihubungkan

,dengan saluran kota atau dibuat sumur resapan.

Senua air kotor yang asalnya dari dapur, kamar
mandi. WC, dan tempat cuci. pembuangannya

- ll -

harus rnelalui pipa-pioa ierirruP dan sesuai denga

ketentuan teknik i'ang berlaliu'

(3) Pembuangan air koior <iimd<sud ayat (1) Pasal ii

dapat dialirrrian ke saluran u;num kota'

(-1) Bilamana a)'at (l) Pasal iru tidak memungkinl<ar

malia pembua:igan air kotor harus ciilakuka

melalui proses pengolahan aizu sumur resapan'

(5) Letak surnur-sumur peresapan berjara-l< minjmal 1

meter dari sumber air mirt'um / bersih terdekat da

a'rau tidak berada <iibadan atas kemiringan tana'

terhadap leta-k sumber air minum / bersih' sepan
' jung tidak aC,a ketentuan lain yang diisyaratkan

iiatiUutt un oleh suaru koodisi tanah'

Pasal 50

(1) Setiap bangunan ha;us menvediakan tempat sam

pah ii ouru* kapline secara ::*uyp dan diternpat

lan di lokasi ya'ng-suciah dijangkau oleh annad:

sampah.

(2) Dalam hal lingkunga*n tersebut.belum ciiiayani olei

armada sampal\ i'k^ **pah-sampa'h harus <ii-

masukkan kuba-nga'n Yang a-rnan'

Paragraf 3

Jaringan telePon dan listrik

Pasal 5l

(1)

:

Jaringart instalasi telePon

lisl rik nren,tiktrti keteniua.n

inst ala-simauplln jarlngan I

ciari instansi l'ang tt:rkait'(2)
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paragraf I

Jaringan Air Bersih

Pasal 47

(l) Jenis, mutu, sifat bahan dan peralatan instalasi air
minum harus memenuhi standar dan keten{uan
teknis yang berlaku.

(2) Pemilihan sisrem dan penempatan insralasi air mi-
num harus disesuaikan dan aman terhadap sistem
lingl,ungan bangunan-bansunan lain, bagian-
bagian lain dari bangunan dan instalasi-instalasi
lain sehingga tidak saiing membahayaka4 meng-
ganggu dan merugikan serta memudahkan penga-
maian dan pemeiiharaannya.

Pasal 48

Pengadaan surnber air minum diambil dari zumber
yary dibenarkan secara resmi oleh yang ber-
wenanq.

Paragraf 2

Jaringan Air Kotor

Pasal 49'
Dalani tiap-tiap pekarangan harus diadakan saluran
pembuanean air hujan yang dapat dihubungkan
dengan saluran kota atau dibuat sumur resapan.

Semua air kotor yang asalnya dari dapur, kamar
mandi. WC, dan tempat cuci. pembuanuannya

-Jl -

harus nrelalui pipa-pioa ieri.lrup dan sesuai denge

ketentuan teknik I'ang berla-Ku'

Pembuangan air koior dimd<sud ayat (1) Pasal ii

dapar dialirtian ke saluran unum kota'

Bilamana ai'at (l) Pasal inj iidak memungkinl<ar

ma-lia pen',bualgan air kotor harus riilakuka

melalui proses pengolahan atau sumur resapan'

Letak sumur-sumui peresapan berjara| minimal 1

meter dari sumber air minurn / bersih terdekat da

atau tidak berada <iibadan atas kemiringan iana'

terhadap leta'k sumber air nrinum / bersitr' sepan

jang tidak ada keerruan lain yang diisyaratkan

iiatiUattun cleh suetu koodisi'tanah'

Pasal 50

Seiiap bang'unan harus menvediakan tempat sam

pan ji dalam kapiilg secara teriu1uP dan diternpat

lan di lokasi ya-tg sudah dijangkau oleh armad:

sampah.

Dalam hal lingkungan tersebut belum ciiiayani olei

armada ,"*pul,, maka sampah-sampah ha'us di-

masukkan kubanga-n Yaxg iunan-

(j)

(-1)

(5)

(l)

(2)

Paragraf 3

Jaringan telePon dan listrik

(t)

Pa>al 5l
:

Jaringan instalasi telepon mauprln jaringan instala'si

lisrrii- nrenlriktrti kerentua.n ciari instansi vang tt:rkait'(2)
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, BAB IV. 
IZIN I\{ENDIRIK{N BA\GL:\AN

Bagian pertarna

Izin Mendirikan dan }lenguba-h Bargunan

Paragraf I
Mekanisme dan Tata Cara i\{engajukan

. 
Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 52

Sebelum mengajukan PIMB pemohon harus minta pe_runjuk kepada DpU tentang'r.n; mendirikan danatau mengubah bangunan yang.melipuri :

a_ Jenis / peruntukan bangunan ;

b- Luas lantai bangunan,

c. Jumlah lantai / lapis di aras / di bawah permukaan
tanah bangunan;

d. Garis sempadan yang ditentukah ;

e. Prosentasi luas bangunan terhadap luas kapling ;t Spesifikasi perwujudan bangunan (arsirekrurai) 
;g. Persyaratan perencanaaq pelaksanaan dan penga_

wasan bangunan ;

h. Hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 5i
( t ) :nq iaru_s diajukan sendiri secara terrulis kepada

Kepala DpU oleh perseorangan atau badan / lem_

-.rj -

basa densan mengisi lembar isian vang disediakan
oleh DPL'

(3) Lembar isian PII{B iersebut arat (l) Pasal ini akan

diatui lebih lanjut denqan Kepurusan Bupati
Kepala Daerah.

Paragraf Z '
Perencanaan iUendirikan / Mengubah dan / atau

Menambah Bangunan

Pasal 54

Perencanaan bangunan iertliri atas :

e. Perencanaan arsitekTu'r ;

b. Perencai:aan konstruksi ;

C Pci-,.rllCa:'ia:-:n UlilitaS

Pasal 55

1!) Rrnce:ra bnneunan lebih dari i (satu) laniai dapar

ciiekt,,.lt;r,rleh peiolar;uzrn 1'ane, rnii.

(2) Perencana bangunan lebih dari 2 (dua) laatai atau
" bangunan 1'ang spesifik harus ciilai<uTan oleh badan

lrrrkurtt vang teleh mendapat kuaiifil'-a.i r.'SUiri

deng;:n bldung dan nilai bartgrraan.

(i) Perencana bertanggungiar.r'ab bahrva ban-zunan

)'ang dii'cricanakan ielah memenuhi pei'svaralan

rcknis iait oeraturan perundattg-undaltr::in van-{

hcri:rkir

I
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Dalam jangka q'akiu 2 -ranoai 5 ran kerja seielah
permohonan ditedma. sebagaima;a tersebut ayat
(2) Pasal ini DPU rneietackan besa.i'r-r'a i-ein'busi
yang wajib dibayai aiau ditolak karena lturang /
tidak memenuhi svarat iekqik.

BerdaSarkan penetaoan Se3aga.inaie iei-Sebui ayai
(3) Pasal ini pemohon n-,em'ca;;ar i-::ibusi.

Setelah melunasi retnbusi sebasainana tersebui
ayat {-1) Pasai ini pemohcn n.rencai}ai surai izi'n

sementara untuk melaksanahan tenbangunan-

Paragraf j

Pelaksanarn Pekerjaan Mendirik-a.n / \Iengubalr dan /
' atau }lenambah Bangunan

Pasal 57

(l) Pemohon LV{B x,ajib rr'einbentahukan s€cara ter-
tulis kepada DPU tentang .

a. saat akan dimulainl'a pekerjaan mendirikart
mengubah dan / atau menambah bangunan ter-
sebut dalam t\,{B sekurarg-}.-uranglya 24 jun
sebelum pekerjaan ciimulai ;

saat akan cimulainva bagia.'r-bagian pekerjaan

nrendirikaq mengnrbah dan I atau nrenambah

bangunan sepanjang hal i,g dipersvaratkan
dalam IlvB sekurang-Lr.rrangnva 24 jam ;

tiap penyelesaian bagian pekerjaan mendiri-
kan. rnengubah dan / aiau menambah ba-

nqurlar) sepanjang hal itu ciipersvaratkan dalam

({) Ketentuan a.},ar (r) dan (2) pasar ini ridar. berraku
ba.-ei .

e. Bangunan;.an*t sifatnl,a sementara dengan
s-r'araf bahu,a luas dan ringginya tidak bertln_
tangan dengan ketentuan OFU ;

b. Pekerjaan pemeliharaan / perbaikan bangunan,
aniara lain adalah sebagai terikut :

_ rnemperb-aiki bangunan dengan tidak
mengubah konstruki dan luas lantai ba_
ngunan ;

- pekerjaan memplesteq memperbaiki re_
tak bangunan dan memperbaiici ubin ba_
ngunan ;

_ memperbaiki penutup atap tanpa meng_
ubah konsrrukinya :

mefiperbaikj lobang cahaya/ udara tidak
lebih dari I m2;

- membuat pemisah halaman tanpa kon_
struksi ;

- memperbaiki 
-langit_langit tanpa meng_

ubah jaringan lain. :

Pasal 56

(l) DPU mengadakan penelitian pn4B yang diajukan
mengenai syarat_syarat administrasi 

- 
menurut

peraturan Vang berlaku pada saat PIMB tersebut
diaiukan.

(2) DPU memberikan tanda terima pIMB apabila se_
mua pers),aratan telah lengkap.

(rj

(4)

(.i )

;i;"

b.

1



(l)

(2)

(t)

- '(' -

I\18, sekurana.-kuiangn)'a lJ j.- setelah
baeian pekerjaan iiu selesai.

Pekerjaan nrendirikan. mengubah dan ;' atau
menambah bangunan cjalam [\[8, baru dapat dimu-
lai dikerjakan serelah DPU menerapkan qaris sem-
padan pagar. garis semoadan bansunan, serta ke-
tinggian permukaan ianah pekarangan tempat ba-
ngunan yang bersa,reL-utan akan didirikaq sesuai

dengan rencana yang rela.r ditetapkan dalam L\fB.

Selambat-lambatnya I hari setelah diterima pem-
beritahuan sebagairnana ayat (l) Pasal ini, DPU ti-
dak melaksanakar tugasnya sebagaimana tersebut
pada ayat (2) Pasal ini, rnaka pemohon L\48 dapat
memulai pekerjaannya.

Pekerjaan mendirikan- rnengubah dan / atau
menambah bangunan harus dilaksanakan sesuai

dengan rencana yane ditetapkan dalam MB.

Pasal 5 8

Selama pekerjaan mendirikan, mengubah dan /
atau menambah banzunzn dilaksdnakan, pemohon
IN{B dapat diwajibkan menutup lokasi tempat
mendirikan bangunan densan pagar penqaman

yang mengelilingi dengan pintu yaxg rapat.

Bilamana terdapat sarana kota yang mengganggu
atau terkena rencana pembangunaq maka pelak-
sanaan pemindahan / pengamanah harus dikerjakan
oleh pihak yang berw'enang atas biaya pemilik
IMB

Paragraf 4

Pelaksana Pembangunan

- ll -

:

Pasal -<9

Pelaksana pekerjaan mendinkan. mencuban can ,' a:aLr

menambah ban.'unan sampai ciua lantai daiai driakui:n
oleh pelaksana perseorangan i'aLie ahli.

Pelaksana pekerjaan mencidkat mer:s=.:baa Ca;: i aiau
menambah bangunan cjenqan luas lebih can i00 ml
atau bertingkat lebih da;i dua lantai aiau banq'unan

spesifik harus dilaksanakan oleh pelaksaia badan hu-
kum yang memiliki k-ualifikasi sesuai Deiaruran \arq
berlakr:.

Paragraf 5

Pengawasan Pelaksal e : n Pekerj a-an

Pasal 60

(l) Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dapat dila1,-u-

kan oleh pengawas vang sudah mendapat izin.

(2) Selama pekerjaan mendirika;1 men_subah dan I
atau menambah baneunan dilakukkan, pemohon

.iMB diwajibkan agar salinan sambar L\{B beseria
lampir:annya ditempatkan di lokasi pekerjaan uniuk
kepentingan pemeriksaan oleh petugas.

(3) Petugas. DPU berwenang :

a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan

pekerjaan mendirikan bansunar setiap saat

pada jam kerja ;

b. memeriksa apakah bahan ba:izunan yhng
digunakan sesuai dengan Persyaratan Umurn
Bahan Bangunan (PL|BB) dan RKS ;

(r)

(4)

(l)

.i i
rl

,l
. t,

(2)
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c. rnemerintahkan menyingkirkan bahan bt- i

ngunan yang ditolak setelah pemenksaan-

demikian pula alat-alat yang diangap be;'ba-

haya serta merugikan kesehatan / keselamaian

umum;

d. memerintahkan membongkar atau menqhenti-

kan segera pekerjaan mendirikan mensuoah

dan / atau menambah sebagian atau seluiuhrva

. untuk sementara u'aktu aPabila :

'pelaksanaair pendiria-n bansunan iru

menyimpang dari izin yang teiah ditenru'

kan atau syarat-syarat yang telah oitetap-

kan;

peringatan teffuiis dari DPU tidak dipe-

nuhi dalarn jangka waktu ,vang telah

ditetapkan

f'asal 6l

(1) Pemilik Ilv{B wajib rnemberitahukan kepada DPU

saat telah seiesainva sc\rruh pekerjaan mendirikan'

mengubah dan / ararr rnenambah bangunan tersebu.t

dalam nvg selartrlr;rt-lambatnya 7 hari setelah

pekerjaan mendiriklrn bangunan iru selesai'

(3) Selambat-lambatnva dalam *'altu 14 hari setelah

diterimanya pembcritahuan tersebut pada ayat (1)

Pasal ini, DPU harus melaksanakan pemeriksaan

setemPat.

(3) Bila pekerjaan nrcndiikan mengubah dan i atau

menambah bangr-rnan menurut kenl'ataan telah se-

lesai dilaksanakan scluruhnva sesuai dengan llt'[B'

DPU nremberi svarat keteranq?rn tentang selesai-

-j9-

i

nva pekeryaan mendirikan b.angunan pada pemilik /
penerima L\8.

Paragraf 6

Keputusan I zin }lendj rik-an Ban g unan

Pasal 62

(l) Setelah banzunan selesai, pemohon wajib me-
nyampaikan laporan secara terrulis dilengkapi den-
gan :

a. berita acara pemeriksaan dari pensawas )'ang
telah ciiakreditasi (bagi bangunan 1,ane diper-
syaratkan) ;

b. gambar selesai bangun ;

. c. rekaman buLtipenrbavaran retribusi.

(2) Berdasarkan laporan pemohon bah'*a bansunzur
. sudah selesai dibangun, berita acua hasil pe-
. meriksaar di lapangan oleh Tim telah diburi dan

menl'erahkan bukti setor pembay..aran reiribusi
maka Kepala DPU atas nama Bupati Kepala

- Daerah menerbitkan I\{B.
(3) Jangka *'aktu penerbitan IMB <iimaksuci a1'at (2)

Pasal ini harus sudah diterbitkan dalam u,akru l2
(dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanva
.laporan dan berita acara hasil pemeriksaan Tim
dimaksud a)'at (2) Pasal ini.

(4) Untuk bangunan dengan luas kurang dari 1.00C m2
jangk^ wal,tu penerbitan Ilr{B ditetapkan seiam-



;

laporan dan beriii acara hasil pemeriksaan Tinr

ciimaksud a)'at (2) Pasal ini'

(i) Untuk ban3unan den"an luas kurang dari I 000 ml

jangka x'aktu penerbitan IN4B d.itetapkan selam-

bat-lambetnya ll hari kerja terhitunq sejak pem-

Da\ aren reiribrrsi I\'{B'

(5) L\{B sebagaimana iersebut dalam ayal (2) Pasal ini

sekaligus berlaku bagi Izin Penggunaan Bangunan'

,/(O) .qpairila terjadi perubahan penggunaan bangunan

s*bagaimana yang telah diteupkan dalam Ilv{B'

pemii;t< l\{B diwajibkan mengajukan permohonan

D{B baru sesuai penggunaannva kepada Kepala

DPU,

(7) Pennohonan I\l-B baru sebagaimana dimaksud

pada a1'at (6) Pasal ini tidal diperlukan untuk

b'aneunan sebaeai berikut :

e. Ban{unan f'enu:iartg }'ang sif3trl\'a senlentara '

'o Bansrnan pengairafi dan irigasi ;

: Bangunan pos kcamanan dan sejenisni'a ]'anq

iltastt-r'a i:jak lebih dad 1C nt-:

e. Bangunan lemPorer'

(8) Tata Cara penuajuan LMB bant sesuai denqan

Pcil'lqunaal sc;ra pen$a\\'asann\-a ri:'ln{jiatur lcb'h

i.niui oleh Br:pati Kepa'la Daerair'

Pasal 63

( i ) i''.iB hanra hcrl:"ku bagi crans' aiatr hadan ran!'

il'i;:iall\ a Ici-cllIllilllt 4;tl;111 |\IB

- ll_

:

(l) Bila karena sualu hal orang arau badan penerima
l\fB tidak laei menjadi oihak vang mendirikarr
banzunan dalam I\lB rersebut, L\{B iru harus di_
mohonkan balik nama kepada Kepala DpL.

(3) Pennohonan balik nama L\fB diajukan secara ier_
tulis dengari mengisi lembai- isian t.anq disediakan
oleh DPU.

Bagian Kedua

Izin ll{erobohkan Bangunan

paragraf I
' Petunjuk l\{erobohkar Bangunan

Pasal 64

DPU dapat memerintahkan kepada pemilik unruk
merobohkan bangunan yang dinyatakan :

a. rapuh.

b. tidak sesuai denean rencana tata ruang koia
. serta ketentuan Iain vang berlaku

Pasal 65

Sebelum mengajukan permohonan Izin Merobohkan
Bangunan pemohon harus terlebih dahulu minta petun-
juk tentang rencana merobohkan bangunan kepada
DPU yang meliputi :

tujuan atau alasan merobohkan banzunan ;

persyaratan nrerobohkan bangunan ;

cara merobohkan banuunan .

l0

a.

b.

c.
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-Jl-

t 
i Paragraf 4

PelalsaLaaan lzin llderobohkan B ar gun an

Pasal 69

( l) Pei;eqaan meroboil;an banzunan baru dapat dimu-

lai sekurang-kurangnya t hai setelah Izin

\lerobotrlian Bangunan ditenma' 
.

(2) Pekerjaan merobohkan bangunan berdasarkan lzin

\4eroLohlian Bangunan dilaksanakan menurut cara

dan rencana 
"tunt disahkan dalam lzin

\lerobohkan Bangunan
:

Paragraf 5

Pen g art' as an Pel aks an aan lzin Me r o b ohkan B an gun an

Pasal 70

(1) le1ama pekerjaan merobohkan bangunan drlat-u-

' kaq pemilik MB di*'ajibkan agar-salinan Ilr{B be-

se;ia laporannya ditempatkan di lokasi pekerjaan

untuk kepentingan pemeriksaan petugas'

(2) Perugas benvenang :

a.memasukidanmemeriksatempatpelaksanaan
Pekerjaan merobohkan bangunan '

' b. memeriksa apakah perlengkapan merobohkan

b.ngrn'" t''"g digunukan atau bagian-batian

bangunan ian-c dirobohkan-scsuai dengan per-

s\-aralan vang disr-ahkan cialam I\{B :

- c. nrelaran_q pen_ugunaarr perlenrrkapan dengan
cara vanS: digunakan untuk nrerobohkar:
baneunan -vane berbaha-r'a bagi lin3kungan dan
memerintal-Lkan dengan cara-cara \an:: arnan

dan disl'aratkan dalam I\{B

BAB Y
- RETRIBUSI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 7I

(1) Sebelum memulai pekerjaan, pemohon t\,{B u'ajib
membayar retribusi terlebih dahulu.

(2) Besarnya retribusi diberitahukan kepada pemohon
secara tertulis.

(3) Pembayaran retribusi L\,8 tersebut a1,at (1) Pasal

ini dilakakan selambat-lambatnl'a l5 hari setelah

surat pemberitahuan diterima oleh pemohon

(4) Retnbusi tlr{B yang telah dibavarkan tidak dapat
diminta kembali. :

Bagian Kedua

Biaya Izin Mendirikan / Mengubah Bangunan

Pasal.12

(l) Biaya lzin fr4enciirikan i l"lengubalr Bangunan ier-
diri dari :

: - -{
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: " ^ rlir oendaftaran sebesar? biai'a lormulir pendafiaran sebes

Rp 1.000,00 .

b. bial'a I\{B ditetapkan sebesar 1% dari nilai

bangunan, dan serendah-rendahnya sebesar

Rp. 10.000,00.

(l) \ilaj bansunan sebagaimana dimaksudkan pada

al'at ( I ) Pasal ini adalah hasil perkalian antara

l:oefisien kota / daerah, koefisien kelas jalaq koe-
Ssien zuna bangunan, koefisien kelas bangunaq
koefisien tingkat bangunan, koefisien luas ba-

nqunaL koefisien status bangunan, koefisien luas

ba-nqunan dan harga bangunan.

(3) Besarnva harga standar bangunan ditentukan den-
gan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(4) Penetapan koefisien-koefisien tersebut pada ayat
(2) Pasai ini adalah sebagai berikut :

i. Koefisien Kota / Daerah.

)io ]-IjRARII KO A / DA.IRAH KOEF]STEN

I Bancunan di Kota Rangking I r.00

2 Bansunan di Kola Raneliine II 0.90

Bargunan di Kota Rangkiog lii 0.80

I 3a-neunan oada l'arrasan Khusus 080

Banuunrn di Pcdcsaan . 0.50

, 
-'1i-

Koefisien Kelas Jalan.

Koefi siensi Guna Bangunan

XELAS JALAN I *o.r,r,un
Banglnan di pinggir jalan prorokol I
utama kota

Bangurun di ping.eir ialan ancri i

n di pinggir ja.lan kolekror

Bangunan di pingg:ir jalan anlar
Ii-ng.l-un:an tlokal)

Bangunar di pingg.ir jalan ling_

Bangunan di pinRgir ialan desa I O,uo

Bangunan tepi jalan sr

GLTNA BA.NGI,I-NAN KOERSIEN

Ban.qurun perda.qangan da.n jasa I

Bangurun xrindustrian L .^

-

Ban.qunan Perumahan

Ban.qurun Kelembagaan I n.an

Ban.qunanPendidikan I nar,,

Baneurran Khusus

Bangurun campuran l-5 .r kocfisien
bangurun ' induk

Ban.qunanlain-lain I O;o
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:

14. Koefisiensi Kelas Bangunan'

Koefi sien Status Bangunan

Kcefi sien Tinekat Bangunan

1':-'

i. >:'i

I (l_ _t _

:

Koefi siensi Luas Bangunan.

No LUAS BA,\GLI^-\r.{N KOEFISTE..'

Ba;rcunan cicnean lrraq s-d- 100 )",- 0.s0

l Banguren '3engan ln'rs lsfih j3n
i00sd 250\'1-

r.00

Bangunan denga:r luas lebih da:-i

2i0 s.d. 500

t.2i

Bangunan dengan luas lebih d.ari

500 s d. 1.000 M-
1.50

Bangune-u, deng;n lurq Iebih dari
1.000 ivtr

t.7i

(5) Bia)'a Izin iv{endirikan Bangunan baru sesuai de-

ngan penggunaan sebagaimana dimaksud pasa-l 60

ai,at (6) Peraturan Daerah ini, terdiri dan :

a. bia-va formulir pendaftaran Rp. 1.000,00 ;

b. biaya retribusi'penggunaan bangunan ditetap-
l.an 0,5 o./o dan biaya L\G.

ry(6) Baiil nama atas L\{B dikenakan retribusi se-hesar

10 9.6 dari besar-nya retribusi t\dB 1'arg bersanq-
'l^,+^-
NtlLd,ll_

Bagian Ketiga

Bial'a Izin l{erobohkan Ba,ngunan

,]

KOEFISIEN,.-o | *tot B4h'q!N4!

l- I P..*-.n dcngan dindrng batu bata I I i0

denean konstmksi bcton baja.

2. I O.n"on.n dengan dinding batu bata I o';'
I iriutt

l. I Scrni pennanen dcngan ciinding pa-

-1. i ,.**r., dengan dinding papan | | '.t 
+"

I bambu dll.

TINGKAT BAr*GLNAn' DE;r*CAN I XOf flSfeX

JML LA\TA]

I i Bt,ttgunrn I l:tntlrr

I i tsa,'t*unatt I l:trttli Lc:rl;ts
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Pasal 73 I

Biaya izin rnerobohkan bangunan terdiri dari :

a. bial'a formulir dan pendaftaran Rp' 1'000'00 ;

b. bial'a advise merobohlian I o/o dan nilai bangunan'

Pasai 74

Pendapata;r dari bial'a izin sebagaimana dirnaksud Pasal

7l ayat (5), dan PasalT2 Peraturan Daerah ini disetor ke

Kas Daerah secara bruto-

- it -

' Pasal 76

(l) Setiap'pen&gunaan bangunan i'ang tidak sesuai

dengan ketenruan dalam lltfB atau [PB, Kepala

DPU dapat memerintahlian unruk dikoson-ekan

(2) Bila selambat-lambatnya l4 hari sesudah perintah
pensosongan tersebut ai'at (l) Pasal ini disampai-
kan dan pemilk bangunan tidali meiaksanakanny'4

maka Kepala DPU atas biaya pemilik baneunan,

dapat mengosongkan bangunan tersebut.

Bagian Ketiga

Pencabutan

Pasal 77

izin \{endirikhn / Mengubah dan Merobohkan Ba-'
ngunan dapat dicabut bila :

a. Persyaratan yang menjadi dasar diberikannl'a izn
mendirikan / mengubah / merobohlian bangunan

terbukti tidak benar;

b. Dalam waktu 6 bulan seteiah pembal'aran diiaku-
kan pemilik izin N{endirikan / }t'fengubah / -
Merobohkan bangunan belum mulai pelaksanan

pekerjaann,r'a ;

c. Setelah pekerjaan mendirikan / mengubah bancun-
an dimulai, kemudian dihentikan berrurut-turut
selama 6 bulan atau lebih tanpa penyelesaian ;

d. Pelaksanaan pekerjaen mendirikan / mengubah /
merobohkan bangunan menyimpang dari rencana

yang disahkan dalam izin tersebut ;

BAB VI

SANKSI
Bagian Pertama

lHengoson gk-an dan Pembongkaran

Pasal 75

(l) Setiap bangunar yang didirikan atau diubah tidak

berdasarkant.in}r{endirikan/}r4engubahbangun-
a4 Kepala DPU dapat memerintahkan kepada

p.'*;fiflrryu unfuk membongkar bangunan tersebut

iebagian atau seluruhnya atas biaya pemilik ba-

n-sunan' 
sudah Perintah(2) BiJa selambat-lambatnya 14 hari ser

peatbongkaran tersebut pada ayat.(l) Pasal ini

disampaikan pemiliii bangunan tidak mematuhi

peiintah tersebut, Kepala DPU atas biaya pemilik

frngun* dapat mengosongkan dan membongkar

bangunan tersebut.

...:::{. j:

. a:.
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e- Keientua,r dalam huruf b dan c Pasal ini dapat

diperpanjang oleh Kepala DPU apabila alasan-

alasan )"ng lllettvchabkan keterlambatan dimulai-

r:)a alau drselevikann','a pck'-'iran dapat dittrrinla-

Pasal 78

(i) Pencabutan izin mendirikan / meneubah /-T:-.
rohol'rlia'r bansunan Citetapkan oleh Kepala DPU'. 

.

secara ten:lis dan disampaikan kepada pemilik izin

Ccncan diserrai alasan pencabutan'

(2) Pemiiik izin mendirikan / mengubah / merobohkan

bangunan Ciberi kesempatan unluk mengemukakan

ke'oiralannl'a dan mohon peninlauan kenrbaii pen-

cal,u:an rzi;r lerseb'--rt i:eprCa Kcp:-''la DPU dalam

i'. ::;,.i,i j i :;: ii st',el:li, .'ltsi;iipaiiel';tli'd ;:c!-;C3'buir n

izin tersebut.

Pasal 79

(l) iPB dapat dicabut aPabila:

a. Dala.n pelaksdnaan penggunaan bangunan ti-

dak >esuai ketentuan iPB yang telah disahkan

aiau rnenvalahi ketentuan peraturan perundang

-undangan Yang berlaku ; :t.

b. Daia.n tempo 6 bulan sejak dikeluarkannva

IPB bangunan belum digunalian'

Pencabuian IPB ditetapkan oleh Kepala DPU se-

cara tertulis dan divmpaikan kepada pemilik IPB

ienean disertai alasan pencabutan

Pemiiik IPB diberi kesempatan mengemukakan

kcberarannva dan mchon peninjauan kcnrbali pen-

cabuian tPil kepada Kepala DPU dalam rvaltu l4

-51 -

hari setelah disampaikannya pencabutan iPB ter-
sebut.

BAB \,1I

KETENTUAN PIDA\.{

Pasal 80

(l) Barang siapa melanggar ketentuaa Pasal 55 ayat

(1), (2) dan (4), 56 ayat (2), 57 ayat (2), 59 ayat

(l) dan (2),60 ayat (1), (2),(3),(4) dan (6),61 ayat

(2), 62, 64, 68, 70 ayat (l) cian (3) Peraturan

Daerah ini, diancam pidana h-rrungan selama-

lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sr:besar-

besarnl'a Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII

I{ETENTUAN PENYID i I(A.N

Pasal 81

Selain Pejabat yang bertugas sebagai Penfidik
Umum yang bertugas menyidik tindak pidan4
penyidikaa atas tindak pidana sebagaimana dimaii-

sud dalaru Perahrran Daerah Lri. ciapat juga dilaku-

kan oieh Peny'idik Pegarvai Negeri Sipil rli ling-

kungan Pemerintah Daerah ),ang penganekatag
\vewenang dan dalam menja]ankan lugasnya sesuai

rI.,

(1)
(2)

(r)
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BAB IX
PELAKSANAAN, PEilBIN..{A}t DAN

PENGA\YASA\

Pasal 6l
( l) Pelaksanaan Peraruran Daerah ini dilaksanakan

oleh DPU ;

(2) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah
ini dilaksanakan oieh DPU ;

(3) Penea*'asan terhadap pelaksanaan Pe;-aturan

Daera-li ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Daerah Tinekat 1I Kendal,
Bagian Hrrkurn dan Baqian Kelertiban Setu,ilda
Tingkat Il Kendal.

(4) Untuk menunjang kegiatan operasional sebagai-
mana dimaksud ayat (1), (2) cian (3) Pasal ini
diberikan biay,a operasional sebesar 10 % rjari be-

sarrrnva retribusi 1'ang disetor ke Kas Daerah.

dengan peraluran perundang-undangan vang ber-

lakrr.

(2) D.lam ntelaksanakan tugas penlidikan, parc

penf idik sebagainra.na dimaksud a1'at (l) Pasal ini

beni'enang :

b

\fenerima laporan alau Dengaciuan dan se-

seoiang tentang adanl'a tindak pidana , -::

l\{elakukan tindakan pertama pada saat itu di

iempat kejadian dan melakukan perneriksun ;

\{en1'uruh berhenti seseorang tersangka dan

memeriksa tanda pengenal diri te.rsangka ;

ir{elaL-ukan penyitaan benda atau surat ;

\{e;nanggil seseorang untuk didengar dan

ciiperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

\{engambil sidik jari dan memotret se-

seorang ;

\{endatangkan drang a}rli yang diperiukan

oalam hubungannl'a denqan pemeriksaan

peikara ;

\{enghentikan penyidikan setelah mendapat 1;,i
perunjuk dari Penfidik Umum bahu'a tidak

terciapai cukup bukti atau peristiu'a tersebui

bukan merupakan tindak pidana dan selanjut-

nya meialui Penyidik Umum memberitahukarl

hal tersebut kepada Penuntut Umunl ter-

sangka aiau keluargan,va ;

\{eneadakan tindak lain menurut hukun'r 1'ang

c apat dipert anggu ngi a"';abkan.

i-

c.

d.

o

h. BAB'X
KETE NTUAN PER,{.LI H.{ \

Pasal 8i

Bansurran i'ang telah didirikan ian tclah menda-
patkan 

'l\1R 
sena dirrunakan berdasarkan Pera-

iurait Dacrah vang beriaku sebeiurrirrva. ciianlrgao
tclah n:endapaikan I\1B / IPB nrcnurut Pcraturan
[)acr ah ini

il)



(2)

(1)

Bangunan vang relah didirikan dan belu.m memiliki

IMB akan diatur dengan sistem pemutihan IN{B /

IPB denqan p.ngtn-'n retribusi seb.esar 1 ]"' kali

nilai bangunan setelah dikuranei Pen\usutan

ka;ena usia bangunan tersebut'

Pasal 84

Bangunan 1'ang pada saat berlak-unya Peraturan

Daerah ini, sedang diproses PMB-nya.berdasar-

kan Peraruran Daerah yang berlaku sebelumnya-

;; il.tlakukan berdasarkan Peraturan Daerah

tersebut.

(2) Pelaksanaan Ketenruan Peral-ihan ini' selanjutnya
\-/ 

diarur dengan Kepurusan Bupati Kepala Daerah'

i(r

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Hal-hal i'ang beium diatur dalam Peraturan Daerah

ini sepanjang mengenai peiaksanaannya akan dialur

t.*oa;un oieh Bupati Kepala Daerah'

Pasal 86

Peraruran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar supaya setiaP orang dapat mengetahuinya'

memeriniahkan pengundalgan Peraturan Daerah

ini dengan penerflpatannya 
. 
Out::, Lembaran

plera-h iulrputtn ftaerah Tingkat Il Kendal'

D E\\'.!\ pERlr'.\ Iu l_t\ R{i't',\T D.\ER-\}i

l.:\ B t'P.\T E\ I).\F, R\ t{ T t)-.C }\\T Il

ii-E.\D.{L

Ketua

Cap nd-

KOE.'S\.{D I

_i7 -

Diteiapkan Ci Kendal

pada tanseal 30 Oktober 1995

B-LP.{TI KI'P.\L{ D.\IR.\II TI-\5111 J1

KT\D-.\L

Cap nd.

soE\IoJo H-{Dr1\l-\oTo, s. H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jau'a

,Tengah 
tanggal 7 Februari 1996 Nomor: 188.3 / 53 / 1996 .

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ken-
dal tanggal 5 \{aret 1996Nomor. 5 Tahun : 1996 seri : B No. : 2.

SEKRET,{RIS \\'ILAYAH / DAERAN

TT'IGKAT II KINDAL

Cap ttd.

D ni- \\'IDQDO POEDJO S OEILdRTO liO

Pembina Utama l\luda
t{IP- 500 033 i27
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PENJELAS.A.N

ATAS

PER.I.TURA}i D.{I,RA.E IiASUPATEN DAI,RAE TDiG}LAT tr XINDAI

NO]\IOR 6 TAHII^i 1995

TENT.4NG
LZ I N NIE\D I RII\-$i DA N l\1 ERO B OHILAN B'{N G Un- AN

PENJELAS.{\ U}fLAl:

Dengan sena\in berkembangnya keadaaq maka bangunan merupakan

salah satu hal 1'ang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah

baik dari sed pengarurannya, pengendalian fungsi atau manfaat dari

bangunan- agar pemakai atau pengguna bangunan dapat terjaga kese-

lamatannl'a-

Selain hal teisebut denean berkembangnya tekno)ogi maka fungsi

bangunan seilakin bertambah besar sehingga apabila fungsi tersebut

tidak dikencjaLikaa ciapat menimbulkag dampak negatif seperti me-

ngganggu linSl-ungaa kerapian dari tata bangunan yane tidak ada

uur** a.pat te.iacli peianegaran fungsi tata ruanq yang telah dibal-u-

karr-

]r{eneineat bahq,a bangunan tersebut merupakan salah satu hal yane

tungut perlu nendapat perhatian dari Pemerintah Daeratr, maka Pera-

ftirar Daera-h Kabuparen Daerah Tingkat II Kendal Nomor 7 Tahun

1988 tentang lzin \/rendirikan Bangunaq dengan berkeinbangnl"a

keadaan dan ieknologi sudah tidak sesuai dengan keadaan, sehingea

untuk pengaruran selJnjutnya perlu mendasarkan ketentuan baru yaitu

instruksi ]r.{enteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun i994 teniang

Pelaksanaarr Penbenan Izin N,Iendirikan Bangunan dan lzin UnCane-

Undan-e Gerg_tuan bagi Perusahaan Inclustri dan Keieniuan Bidang

Teknis Bansinan 1'ang berlaku- Atas jasa pengaiuran tersebut Peme-

- )9 -

rintah Daerah berhak uniuk memungur rerribusi sebaqai pendu.kunc
Pendaparan A-cli Daerah

Selanjutnl'a dengan maksud dan penimbanqan rersebut di aras. makaPemerintah Daerah bermaksud untuk mengganri p.r",urrn Daerah
,r'ang sudah ada 1'aitu peraturan Daerah ruuJfur.n Daera} Tinekat fIKendal Nomor 7 Tahun rggg renrang Izin lr{endi"u;;]"il;
dengan menetapkan peraturan Daerah laru yairu p..utur* DaerahKabupaten Daerah Tinekat II Kendar t*tung i.i,. rra"nairikan danjr,f ero bo hlian B angunan.

II. PENJELASAN PASAI DE]\fl PASAT
I.

t.': ,

Pasal I

Pasal 2 ayar (t)

a1,at (2)

Pasal i
Pasa.l 4 ayar (l) huruf

yd

huruf

. Cuk-up jelas.

'. Inn Sementara sebagaimaaa dimaksud
ay'at (1) Pasal ini adalah izin untuk
melaksanakan kegiatan meraban-qun
sebelum diterbitkann_ya Izin B"n zu,iur,_
den*qa:r irraksud agar dalam-mem_
bangun sesuai denga;r rencana dari
pemohon .

Cukup jelas

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Bangunan kelembagaan,/ perkantoran
sebaeaimana dimaksud pada pasai ini
adalah bangunan kelembaeaa n /
perkantoran baik swastu -ul.rpun p"_
merintah.

4

d



50-
- (,1 -

. Cukup iclas

CukuP jelas

Cukup jelas.

. Cukup jelas.

. Cukup jelas

: Cukup jelas.

s/d (3 ) : Cukup jelas.

: Arsitektur bangunan tradisional seba-

gaimana ciimaksud Pasa.l 15 ayat (4)

Peraturan Daerah ini adalah arsitektur
perpaduan bentuk ban*zunan jogio dan

limasan.

Cukup jelas.

Cukup jeias.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup ielas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas

hurul

s/d

huruf

Pasal 4 aYat (2) Jd (8)

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 3

I
i

j

Cuk'uP jeias-

Yang dimaiisud dengan bangunan lain-

lain adalah sebagai berikut '

Semua bangunan Yang berfungsi

sebagai penunjang bangunau se-:..'.:

perti . menata air, menara antene'

reklame, gaPur4 Pagar' makarq

papan nama kaltor dan sebagat-

nya;

Semua bangunan Yang berfungsi

sebagai fasilitas Penunjang / uT:*
t.p.il : Pos keamanarL .'toilet'
t.i"pon umunL Pos Polisi dan se-

bagainYa,

Bangunar. Perkerasan tanah se-

pert! : lantai jemur, Perkerasan

i',alu*a& temPat Parkir dan seba-

gainya ,

Bangunan utilitas seperti.: saluran 
,,

air, Jaringan telepon' jaringan .arr '

i.^ift .jutitlg"n listrik dan seba-

Pasal 9

Pasal I 0

Pasal I I

Pasal I 2

Pasal l -l

Pasal 14

Pasal l5ay'at(l)

ayat (4)

a.

LU.

c.

Pasal l6

i'asal 1 7

Pasal I 8

Pasal l9

Pasal 20

Pasal 21

Pasal2?

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal2T

Pasal 28

gajnl'a.

CukuP jelas.

CukuP jelas-

CukuP jelas.

CukuP jelas.

CukuP jelas



Pasal 19

Pasal i0

-('l-

Cukup jelas.

Yang dimaksud rumah tunggal pada

Pasal ini idalah rurnah yang hanya

berdiri satu-saiu.

Yang ciimalisud rumah kopel adalab

rumah vang satu unit terdiri dari dua

rumah berjajar.

Yaag dimalisud rumah susun adalah

rumah yang bertingkat-tingkat.

Yang dimaksud rumah bedeng adalah

rumah dalam satu unit terdiri dari be-

berapa rumah berjajar menyamping.

Yang dimaksud Kompleks Penrmahan

adalah kompleks rumah-rumah yang

terdiri dari macam-macam benruk baik
rumah tunggal, kopel, susun maupun

bedeng.

Cukup jeias.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas

Cukup jelas-

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 4l

Pasal .12

Pasal 4i
Pasal 4_1

.:..:. Pasal45

'-'-r" Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Fasal 50

Pasal 51

Pasal 52

' Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56
:.+.j--.
'rl-,.i Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 6i

Pasal 62 ayat (l) vd (5)

ayat (6)

_6i_

I

. Cukup jelas.

: Cukup jelas,

: Cuhp jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukrup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukrup jelas_

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

. Cukup jelas.

. Cukup jelas.

: Cuk-up jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukr:p jelas.

. Jllu cara dan pensa\\,asan apabila ter_
;adt perubahan penggunaan banqunaa

i i':

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal i4

Pasal 35

Pasal36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40



a1-ui-

sebagaimana dimaksud pada Pasal 60

ai'at-(6) Peraruran Daerah ini' tata cara

dan penqa\\'asannya diatur sebagat

berikut ,

a. Tata cara Pengajuan :

l. D{B ciiajukar secara tei-tulii"..1'

kePada KePaia DPU oleh or''.'

un!, budun / lembaga DPU

dengan mengisi lembar isian

;'ang disediakar'

2. I embar isian IIr,8 baru sesuai

Penggunaan tersebut angka 1

Oi J^s, akan diatur lebih lan-

jut dengan KePutusan BuPatt

KePala Daerah'

3. DPU mengadakan Penelitian

t\G baru sesuai Penggunaan

)'ang diajukan me13en1i

sYarai-syarat administrast'

tekru]< dan [l-tkungal] menu-

rut Peraturan Yang berlalc"'"

Pada saat I\'{B diajukan'

4. DPU nremberikan tanda te-

rima [i'{B baru sesuai Peng-

gunaan 'aPabila semua Per-

. s)'aiatan telah lengkaP'

rvaktu 6 hari keqa, 5. Dalam
'' ,.1'' s"t.luh permohonan dikirim

teisebut dalam angka 4 di

atas' DPU menetaPkan be-

t' tJ

-6-i-
..

. samya. retribusi !"ng rvajib
d ibay,ar.

6. Berdasarkan penetapan seba-
gaimana tersebut'angka 5 di
atas pemohon x'ajib mem-
bayar retribusi,

7. Dalam j-gk" u'akru 12 hari
setelah retribusi dilunasi,
DPU menerbitkan keputusan
Dv{B baru sesuai penggunun.

b. Pengawasal :

1. Kepada pemilik II{B baru
sesuai penggunaa& petugas
DPU dapat minta agar IMB
baru sesuai penggunaan be-
serta lampiramy'a diperlihat-
kan.

2 Kepala DPU dapat rnernerin-
tahkan penghentian penggu-
naan ban,zunan apabila peng-
gunaannya tidak sesuai den-
gan IlrG baru sesuai denga:i
penggunazr.

Cukup jelas.

Cukup jelas,

Cukup jelas.

Cukup jelas

Cukup jelas.

Cuk-up je)as.

J
Pasal62

Pasai 63

Pasal 64

Pasal 65

Pasal 66

Pasal 67

ayat (7) dan (8)



Pasal 68

Pasal 69

Pasal 70

Pasal 7l

Pasal17

Pasal 73

Pasat 74

Pasal 75

Pasal T6

Pasal TT

Pasal 78

Pasal 79

Pasal 80

Pasal 81

Pasal 82 ayar (1) s/d (i)

- (t{, -

CukuP jelas-

CukuP j'Jas.

CukuP jelas.

CukuP jelas.

CukuP jelas-

Cuk-uP jelas-

CukuP jelas-

CukuP jelas'

CukuP jelas'

CukuP jelas'

CukuP jelas'

CuL'uP jelas'

CukuP jelas'

CukuPjelas

CukuP jelas'

Besarnl'a biaYa oPerasional

secara seimbang dan sesuat

fungsinYa'

CukuP jelas'

CukuP jelas'

Cul'-uP jelas'

CukuP jelas'

diberikan
rugas daqii+i

Membaca

S.ALiNA\

KEPLTL'SA\ CLBER\UR KEPALA DAERAI{ TINCKAT I JA\\JA TENCAH

NO\IOR : I88l t 53l 1996

TENTA NG

PENGES.AHAN PE RATURAN DAERAH KABL?ATEN
r-.. DAERAH T]^*CKAT II KENDAL

NO\.!OR q rAHUN r995
TENT.ANC IZN NGNDIRIF-A.N DAN MEROBOHKAi.{ B.dNCtINA}r'-

GLtsERIiUR KEP.ALA D.4.ERA.H TINGKAT I JA\\I.A. TENGAH

: a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal tanggal :

30 Nopcrnbcr 1995 nomor : 180.188.1i I l6l9/9-i pcrihal
permohonan pengesahan Peraturar Dacrah Kabupaten
Daerah Tin-ekat II Kendal Nomor 6 Tahun I995 :

b. Peraturan Daerah K.abupaten Daerah Tinekat II Kendal
Nomor 6 Tahun 1995 tentang lzin Mendirikan dzn
Merobohkan Bangrinan-

Menimbang : bahrla tidak ada kcberata-n unh* mengcsahkan Peraturan

,1-.i3 Daerah Kabupaten / Kotarnadva Dacrah Trngkat Il dimaksud.,. 
-..'
I\{engingat : l. Undaag-unriarg Nomor l0 Tahun 1950 tcnteng Pcmbcn-

nrlian Propinsi Jarva 1'cngah :

2. Undang-undang Nomor 12 / Drt Tahun l9-i7 tcnta:rg

Peraturan Umum Retribusi Dacrah ( Lembaran Negara
Rcpublik Indoncsia Taiun 1957 nNomor 57- Tambahan
l-cmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Nomor 1288 ) :

r. Undang-uncianq Nomor -i TahuLr 197.1 tcnuag Pokok-
pokok Pcmcrintahan di Dacrah ( Lcmbaran nNcgara

Rcpublik lndoncsia Tahur: 197.1 Nomor 38- Tambahan
l-cnrbaran Ncuara Rcpub!iL Indoncsia Ncnor l()i7 )

ayat (4)

Pasal 83

Pasal 84

Pasal 85

Pasal 86



)AERAH

DAERA'
NG I..:'-:.'

an Negara
ahan Lern-
(Lembaran
:-...
lrU rI

;uLis " No-

.( 1 nomor I u'

tu56Al,-'l

maksud at'at

ebesar l0 oz'o

dalam Surat

,m Anggaran

i Tingkat ll

pada "-

j

Kepala Biro Hukunl pada

Jaua lelrcah .

Pen incqal-.

I

Sel,rctariat \\'ilarah
I\{EMUTUSKAN :

N{enetapkan : }vlengcsa}rkan Peraruran Dacrah tkbupatar Dacrah Tingkat II

Kendal Nomor 6 Tahun 1995 Tenta-ng Izin Mcndiriknn dan

Merobahkan Bangunar.

Ditcrapkan di : Scmarang -:

PadaTanggal . TFebruari 1996

\\:AKIL GLTBERNUR. KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENIGAH

Bidang I

nd

Drs- HARTONO

SALINA\T : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. h{enteri Dalam Negeri di Jakana , 
..,,,,,.

2. Direkrur Jendral Pemerintahan umum dan otonomi Daerah pada De-"

parremen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (saru) lembar

Peraturar Daerah ;

l. Bupati Kepala Daerah Tingkar tl Kenda-l

1. Kerua DeB,an Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

ll Kencial

5. Pembanru Gubernur Ja.,ra Tengah unluk \\'ilaYah Semarang di Serna-

ranq .

SESUAI DENGA\ ASLI\\'A
{n SEKRET-ARIS \\'IL.A.YAH i DAELAH T]-\:CK. f I

J {\\'A TENGAFI
Kepala Biro Hukurl

Ymt

Cap ttd.

ADJi HA I FI E DZ.AltD. Bcl{k
Penata Tingl:at i

\TP 500 041 161

Kabae Dckumentasi

DISALT\. KE\{B..\LI SESUAI DENGAN BLTNYI S,A.L-I).

KTPALA BAGIAN HLTKUI\1
SET1VILD{ TI\GKAT II KEND{I-

rrd.
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